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I. UMUM 
 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan terdapat perubahan materi sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian ketentuan mengenai tarif pemotongan dan pengenaan pajak 
penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para  
Pensiunan atas Penghasilan  yang Dibebankan kepada Keuangan Negara 
atau Keuangan Daerah. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif pemotongan atas penghasilan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 
pribadi dalam negeri, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan lain 
yang berbeda dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
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Terhadap penghasilan berupa gaji dan tunjangan lain atau uang pensiun 
dan tunjangan lain yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang 
dibebankan dalam APBN atau APBD yang besarnya ditetapkan oleh 
ketentuan peraturan perudang-undangan, yang diterima oleh Pejabat 
Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya, Pajak 
Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh pemerintah. 
 
Sedangkan atas penghasilan selain gaji dan tunjangan lain atau uang 
pensiun dan tunjangan lain yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan 
atau imbalan tetap sejenisnya berupa honorarium atau imbalan lain 
dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dikenai 
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. 
 
Pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final kepada 
golongan kepangkatan tertentu bagi PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan 
Pensiunannya merupakan insentif. 
 
Pengenaan pajak yang bersifat final dimaksudkan untuk memberikan 
kemudahan dan kesederhanaan administrasi bagi fiskus, bendahara 
pemerintah sebagai pemotong pajak dan Wajib Pajak orang pribadi yang 
dipotong pajak. 
 
Dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak maka bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, 
dan Pensiunannya yang tidak memiliki NPWP, atas penghasilan berupa gaji 
dan tunjangan lain atau uang pensiun dan tunjangan lain yang bersifat 
tetap dan teratur setiap bulan atau imbalan tetap sejenisnya dikenai 
pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi yang dipotong dari 
penghasilan yang diterima setiap bulan.  
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas.  
 

Pasal 2 
Ayat (l) 

Penghasilan yang diberikan dalam mata uang asing yang 
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk dalam pengertian penghasilan tetap dan 
teratur setiap bulan. 
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